BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN

Titik fokus tulisan ini ialah fenomena tindak pidana perdagangan manusia di
NTT dalam perspektif teori Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dan
pentingnya berpikir kritis. Frase banalitas kejahatan diperoleh Arendt ketika
menghadiri pengadilan Eichmann di Yerusalem (1961). Hannah Arendt
mendiagnosis banalitas itu sebagai problem epistemologis dan memaklumkan
bahwa banalitas itu tersingkap dalam aneka bentuk kedurjanaan. Muasal
kedurjanaan bukan makhluk jahat, bukan hati manusia, bukan labirin gelap
bernama the unconscious (ketaksadaran) melainkan orang bertindak durjana karena

ketiadaan daya pikir dan miskin imajinasi.

Melalui buku Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil,
Hannah Arendt memperjelas konsepnya tentang banalitas kejahatan. Teori banalitas
kejahatan ini diutarakan teoritikus politik Hannah Arendt, untuk menjelaskan
orang-orang dengan ekspresi diri yang biasa-biasa saja, normal, dan tidak
menakutkan, tetapi mampu menjadi mesin pembunuh yang bengis dan tak
berperikemanusiaan. Hal ini berangkat dari pengalaman Hannah Arendt sendiri
ketika menghadiri pengadilan Adolf Eichmann pada tahun 1961. Bahwasanya,
orang-orang Jerman biasa pun (seperti Eichmann) yang wajah dan pikirannya amat
lurus bisa melakukan kejahatan brutal tanpa merasa benci atau bersalah. Bangkitnya
banalitas kejahatan ini tidak terjadi begitu saja tanpa ada penyebabnya. Banalitas
kejahatan terjadi dalam kondisi dunia yang tidak manusiawi, yang mana kondisi
tersebut mampu melumpuhkan manusia untuk bertindak dan berpikir. Kondisi
inilah yang disebut Arendt sebagai worldlessness. Salah satu kondisi worldlessness
ialah tragedi holocauts di Jerman. Peristiwa holocaust merupakan salah satu contoh
kunci dari dampak sistem politik totaliter. Namun, terhadap peristiwa holocauts,

Hannah Arendt mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda. Bahwasanya, di satu
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sisi, holocaust merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak terampuni namun, di
sisi lain, holocaust juga merepresentasikan suatu heroisme dan pengabdian bagi
suatu negara. Heroisme membuat orang tidak pernah berhenti patuh pada negara

betapapun buruk dampaknya.

Kondisi worldlessness menjadi situasi yang rentak bagi terciptanya sebuah
kejahatan dan atau menjadikan manusia sebagai massa mengambang yang tidak
mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Pada akhirnya, individu atau
kelompok tertentu dengan mudah untuk dimobilisasi dan dijerumuskan dalam
tindakan kejahatan yang banal. Kita memahami bahwa terjadinya kejahatan yang
banal sebenarnya berakar pada ketidakmampuan untuk berpikir (thoughtlessness)

dan kondisi dunia yang tidak manusiawi (worldlessness).

Hannah Arendt menyebut Eichmann sebagai “pria dalam kotak kaca” yang
“sama sekali tidak berbahaya” (nicht einmal unheimlich). Bagi Arendt kepatuhan
atau ketaatan Eichmann merupakan sebuah kebajikan yang disalahgunakan oleh
para petinggi Nazi. Beberapa fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa
Eichmann menyatakan diri tidak bersalah atau tidak melakukan sesuatu yang salah
karena ia berada dalam sistem kekuasaan legal Nazi. Kesaksian yang diberikan
Eichmann di pengadilan dan dihadapkan polisi, ia berulang kali menegaskan
kepatuhannya terhadap perintah partai dan keterlibatannya demi pembangunan
negara Jerman yang lebih baik. Di sinilah letak kesalahan Eichmann bahwa dengan
ketaatan buta yang justru disalahgunakan oleh rezim Nazi ternyata mendepak

Eichmann menjadi seorang korban dari sistem Nazi sendiri.

Rasa tidak bersalah Eichmann disertai pengakuan bahwa tindakannya bukan
merupakan suatu kejahatan, kemudian mengantar Arendt pada refleksi dan
penilaian tindakan Eichmann sebagai suatu kejahatan yang banal. Selain
“ketidakberpikiran”, Arendt juga membahas soal tumpulnya hati nurani akibat
hukum. Kasus Eichmann memperlihatkan bahwa fakta-fakta kriminal dapat
dikalahkan oleh konsep tindakan yang dilakukan atas perintah atasan. Hal itulah
yang menutup kemungkinan baginya untuk mengantisipasi akibat negatif dari

tindakannya kepada orang lain. Hannah Arendt kemudian berargumen bahwa
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kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann adalah kejahatan yang banal, yang mana
kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan tetapi sesuatu yang biasa-biasa
saja. Pada titik inilah Eichmann menjadi pelaku kejahatan yang banal karena
ketidakmampuan untuk berpikir ketika dikonfrontasikan dengan kondisi
indoktrinasi ideologi rezim totaliter Nazi. Dengan kata lain ketidakmampuan
berpikir kritis dan reflektif mengantar Eichmann menjadi pelaku kejahatan yang

banal.

Kasus tindak pidana perdagangan manusia dewasa ini, telah mencapai taraf
apa yang Arendt sebut sebagai banalitas kejahatan itu. Dalam pengertian bahwa
para pelakunya tak lagi melihat masalah tersebut sebagai dosa, pelanggaran atas
HAM, atau pengkhianatan, melainkan sebagai konsekuensi dari jabatan, status, atau
pekerjaan. Sistem kapitalisme global, di satu sisi membuka peluang kerja yang lebih
luas, namun di sisi yang lain juga menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja
kurang terampil ke dalam kompetisi pasar yang telah diciptakannya. Dimensi kedua
inilah yang menjadi sebab terjadi atau berkembangnya pasar gelap tenaga kerja.
Adanya pasar gelap tenaga kerja, yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal menjadi
lahan subur terjadinya praktik perdagangan manusia. Arus ekonomi kapitalistik
telah merekonstruksi perbudakan (trafficking) ke dalam sistem sosial yang tidak
disadari oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme kerja para elite penguasa yang
didasarkan pada sistem kerja pasar dan mempertimbangkan untung dan rugi pun
menjadi persoalan baru yang dihadapi rakyat Indonesia. Dalam arti bahwa, logika
profit dari kapitalisme yang membingkai kerja para elite penguasa mendatangkan
banyak ketimpangan sosial. Salah satu di antaranya ialah masalah tindak pidana
perdagangan manusia. Demi menimbun kapital, kaum kapitalisme mengorbankan
sesama manusia dan membawa mereka dalam ranah bisnis penjualan manusia.
Dalam arti bahwa, demi melanggengkan praktik perdagangan secara ilegal, kaum
kapitalis memanfaatkan ideologi ekonomi politik yang cair (kejahatan migrasi),
orientasinya tentu untuk menumpuk keuntungan yang lebih rasional. Kejahatan
migrasi inilah yang menjadi sumber utama tindak pidana perdagangan orang di
Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya.
Banyaknya kasus human trafficking yang berkedok pengiriman tenaga Kkerja

Indonesia (TKI) mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang oleh
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aktor perdagangan. Dijelaskan bahwa, sebagian besar TKI dikirim tanpa dokumen
resmi bahkan tanpa dokumen oleh calo dan pelaksana penempatan tenaga kerja
Indonesia swasta (PPTKIS) yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak heran
jika Para TKI atau pekerja migran kerap kali menjadi korban paling empuk bagi
terkonstruksinya perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Untuk mengatasi
tindakan kejahatan yang banal, Hannah Arendt juga memetakan beberapa hal yang
dinilai mampu mengatasi terjadinya banalitas kejahatan secara khusus kejahatan

perdagangan manusia yang telah menjadi banal di NTT.
4.2 SARAN

Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya kasus
perdagangan manusia yaitu seperti: kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang
informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi
perkembangan individu. Selain itu, kondisi sosial budaya yang menganut paham
patriarkat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat (bawah)
yang sangat rentan terhadap segala tindak kekerasan dan perdagangan manusia.
Berhadapan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan manusia di NTT,
pertanyaan akhir dan tentunya paling mendasar yang harus dijawab ialah
bagaimana cara mengatasinya persoalan perdagangan manusia di NTT. Kejahatan
tindak pidana perdagangan manusia adalah persoalan yang kompleks, yang juga
mendevaluasi harkat dan martabat manusia. Karena itu untuk mengatasi persoalan
ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga menyentuh akar munculnya
kejahatan yang banal yakni ketidakmampuan berpikir. Dalam arti, hal yang perlu
bagi semua pihak individu atau pun kelompok dalam mengatasi kasus tindak pidana
perdagangan manusia ialah kemampuan berpikir ketika berhadapan dengan sistem

dan kondisi manusia yang tidak manusiawi.

Pencegahan perdagangan orang tidak hanya melalui kerangka hukum yang
efektif, sinergi yang kuat dan kerja sama antar Pemerintah, dan atau memusatkan
perhatian pada faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi perdagangan
manusia termasuk kemiskinan dan pengangguran. Namun, upaya mengatasi tindak
pidana perdagangan manusia haruslah menyentuh akar persoalan yaitu

ketidakmampuan dalam berpikir. Dalam arti bahwa fenomena yang ditampakkan
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melalu masalah perdagangan manusia sebenarnya bersumber dari bahaya yang
lebih jauh yaitu ketidakmampuan dalam berpikir manusia ketika berhadapan
dengan logika bisnis kapitalisme yang lebih menekankan profit dan pada akhirnya
mengorbankan sesama manusia yang lain atau dibalik sistem budaya-budaya yang
masih merendahkan pihak yang lain secara khusus perempuan dan anak yang
membuat mereka layak untuk diperdagangkan oleh pihak pihak tertentu. Selain itu,
kendala dalam penanganan kasus perdagangan manusia selain disebabkan karena
kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia
dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang kurang menjadi
penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang
perdagangan orang sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan

orang juga masih mengalami kendala.

Untuk itu, selain penegakan hukum bahwa orang-orang yang diperdagangkan
harus dilengkapi dengan akses penyelesaian yang memadai dan tepat, termasuk
akses terhadap keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak untuk
pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kesanggupan untuk
menghidupi mereka sendiri dan keluarga mereka serta pengetahuan terhadap
hukum. Tetapi juga perlu adanya edukasi terhadap kemampuan berpikir Kkritis,
reflektif, dan representatif. Pertama, berpikir kritis berarti mengambil jarak dengan
peristiwa yang dialami dan kemudian membuat penilaian secara tepat untuk
menguji berbagai pandangan yang keliru dan tidak masuk akal. Kedua, berpikir
reflektif berarti kembali ke dalam diri atau berdialog dengan diri sendiri dan
kemudian berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hati nurani.
Ketiga, berpikir representatif berarti bisa membayangkan dan mengantisipasi
akibat-akibat negatif dari sebuah tindakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk

orang lain terutama para korban.

Pola-pola berpikir seperti inilah yang harus diupayakan dalam mengatasi
perdagangan manusia di NTT. Dan pola berpikir seperti ini bukan hanya ditujukan
kepada para aktor perdagangan, melainkan terhadap semua unsur masyarakat mulai

dari lembaga yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada instansi pemerintah NTT
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dan Indonesia. Pola berpikir kritis, reflektif, dan representatif harus dibiasakan
sejak dini bagi semua individu, karena hanya memiliki pola berpikir tersebut
individu maupun kelompok mampu menghindarkan diri dari berbagai kejahatan

termaksud kejahatan perdagangan manusia.
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